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PENDAHULUAN
1. Latar Belakang
Pelayanan kepada masyarakat dibidang lalu lintas dilaksanakan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat, dan dalam masyarakat yang modern lalu lintas merupakan faktor utama pendukung produktivitasnya, di dalam lalu lintas banyak masalah atau gangguan yang dapat menghambat dan mematikan proses produktivitas masyarakat. Seperti kecelakaan lalu lintas, kemacetan maupun tindak pidana yang berkaitan dengan kendaraan bermotor. Polisi lalu lintas juga mempunyai visi dan misi yang sejalan dengan bahasan Polri dimasa depan.
Berdasarkan kajian IPW (Indonesian Police Watch) tahun 2009, setidaknya terdapat beberapa keluhan masyarakat yang ditujukan pada Polri. Beberapa keluhan itu antara lain:
1. Polisi dianggap arogan
1. Masih terjadi diskriminasi
1. Melakukan korupsi melalui berbagai pungutan liar
1. Dinilai lamban dalam bertindak
1. Tidak tegas dalam menindak pelaku kejahatan, utamanya yang melibatkan pemegang kekuasaan
1. Kurang transparan, dan
1. Terkesan militeristik.[footnoteRef:1] [1:  Firman, “Diskresi Polisi dan Permasalahannya”, melalui http://www. Indonesia policewatch.com/, diakses Senin, 10 Maret 2025 Pukul 20.00 wib.] 


Hal-hal tersebut di atas seharusnya memang tidak dilakukan oleh anggota Polri, karena jika terjadi korupsi dan pungutan liar yang dilakukan oleh oknum anggota Polri akan berakibat terhadap menurunnya citra Polri di mata warga masyarakat dan khusus dalam penelitian ini akan difokuskan penegakan sanksi kode etik profesi kepolisian terhadap anggota atau oknum Polisi lalu lintas (Polantas)  yang melakukan pungutan liar
Penyimpangan perilaku anggota Polri tersebut di atas adalah merupakan pelanggaran terhadap peraturan disiplin anggota Polri sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin Anggota Polri. Penegakan hukum terhadap peraturan disiplin anggota Polri saat ini dirasakan masih jauh dari harapan dan belum mampu secara maksimal memberikan dampak positif bagi perilaku anggota Polri baik dikarenakan proses dari penegakan hukumnya maupun hasil dari penegakan hukum peraturan disiplinnya, antara lain masih terjadi perbedaan persepsi tentang pelaksanaan ketentuan hukum disiplin. 
Anggota Polri yang melakukan pelanggaran disiplin, meskipun hal tersebut telah diatur baik oleh Peraturan Pemerintah  Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin Anggota Polri maupun ketentuan acara pelaksanaannya berdasarkan Keputusan KaPolri Nomor Polisi: Kep/431/IX/2004 tanggal 30 September 2004 tentang tata cara penyelesaian pelanggaran disiplin anggota Polri, serta berdasarkan Keputusan KaPolri Nomor Polisi: Kep/97/XII/2003 tanggal 31 Desember 2003 tentang organisasi dan tata kerja Propram Polri. Upaya penegakan disiplin dan Kode Etik Kepolisian sangat dibutuhkan guna terwujudnya pelaksanaan tugas yang dibebankan dan tercapainya profesionalisme Polri. Sangat tidak mungkin penegakan hukum dapat berjalan dengan baik, apabila penegak hukumnya sendiri (Polri) tidak disiplin dan tidak profesional. Ketidak disiplinan dan ketidak profesionalan Polri akan sangat berdampak dalam hal penegakan hukum atau pengungkapan kejahatan yang terjadi di masyarakat.
Anggota Polri, yang seharusnya menjadi tulang punggung dalam penegakan supremasi hukum ternyata menjadi pelanggar hukum itu sendiri. Tindakan penyimpangan atau penyalahgunaan kekuasaan seperti yang dilakukan oleh aparat penegak hukum, harus ditindak lanjuti sesuai dengan proses hukum. Anggota Polri yang terbukti melakukan kejahatan maka akan dijerat 2 sanksi, yaitu pidana umum dan kode etik profesi Kepolisian. Dengan demikian dalam proses pemeriksaan, Berkas Acara Pemeriksaan (BAP) juga dibagi dua. Masing-masing pemeriksaan dilakukan oleh Reserse Kriminal (Reskrim) untuk pidana umum dan penyidik Pelayanan Pengaduan dan Penegakan Displin (P3D) untuk komisi sidang displin atau profesi. Berdasarkan uraian tersebut, penulis ingin mengkaji dan meneliti lebih lanjut dengan mengangkat judul: “Penegakan Sanksi Kode Etik Profesi Kepolisian terhadap Anggota Polri Melakukan Pungutan Liar”.

1. Rumusan Masalah
Rumusan masalah pada penelitian ini adalah:
1. [bookmark: _Hlk147866853]Bagaimana pengaturan hukum pungutan liar yang dilakukan anggota Polisi Satuan Lalu Lintas  ? 
1. Bagaimana pertanggungjawaban anggota Polisi Satuan Lalu Lintas yang melakukan pungutan liar ?
1. Bagaimana penyelesaian pelanggaran kode etik Polisi Satuan Lalu Lintas  yang melakukan pungutan liar ?

1. Tujuan dan Manfaat Penelitian 
		Adapun tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:
1. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaturan hukum pungutan liar yang dilakukan anggota Polisi Satuan Lalu Lintas  .
1. Untuk mengetahui dan menganalisis pertanggungjawaban anggota Polisi Satuan Lalu Lintas yang melakukan pungutan liar.
1. Untuk mengetahui dan menganalisis penyelesaian pelanggaran kode etik Polisi Satuan Lalu Lintas  ut yang melakukan pungutan liar.
1. Manfaat Penelitian
Manfaat penelitian dalam penulisan skripsi ini adalah : 
1. Secara teoritis, penelitian ini dapat menjadi sumbangan ilmu pengetahuan terutama dibidang hukum pidana, yang nantinya dapat dijadikan sebagai sumber bacaan ataupun daftar pustaka bagi pengembangan ilmu hukum khususnya mengenai penyelesaian pelanggaran kode etik terhadap oknum anggota polisi satuan lalu lintas yang melakukan pungutan liar.
1. Secara praktis, penelitian ini dapat bermanfaat bagi para pihak baik bagi kepentingan negara, bangsa, masyarakat yang membutuhkannya secara umum terutama bagi mahasiswa Fakultas Hukum untuk dijadikannya sebagai acuan dalam melihat perkembangan yang terjadi di lapangan yang berkenaan dengan penyelesaian pelanggaran kode etik terhadap oknum anggota polisi satuan lalu lintas yang melakukan pungutan liar.



